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berjudul:

“Inovasi Kebijakan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi”

Hadirin yang saya hormati,
LATAR BELAKANG

Latar belakang pemilihan judul pidato pengukuhan Guru Besar
yang saya sampaikan ini berawal dari kekaguman saya dalam sepuluh
tahun terakhir perkembangan studi Kebijakan Publik yang terjadi
secara dinamis sebagai akibat perkembangan teknologi digital. Salah
satunya yang berkembang adalah studi tentang Inovasi Kebijakan.
Namun di sisi lain, saya juga memiliki kecemasan terhadap pertanyaan
saya, apakah inovasi kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan
semua golongan dalam masyarakat? Kurang lebih dalam satu dekade
terakhir hampir setiap saat kita membaca dan mendengar di media kata
“inovasi” digunakan oleh pejabat publik, politisi, pengusaha,
akademisi, dan bahkan masyarakat umum. Inovasi telah menjadi termi-
nologi umum yang menguasai pemikiran, sikap dan tindakan dari
banyak pihak dalam menyikapi perubahan zaman, khususnya dampak
dari munculnya teknologi digital. Pemerintah pun menyikapi dengan
membuat berbagai macam innovation policy di banyak sektor publik
(public sector innovation).

Secara khusus, Pemerintah Indonesia telah menempatkan inovasi
dan teknologi digital sebagai kebijakan nasional. Untuk mendukung hal
tersebut pemerintah berinisiatif membuat inovasi kebijakan dengan
menetapkan insentif fiskal baru, menaikkan anggaran yang lebih besar
untuk membangun infrastruktur digital, dan menyusun mekanisme
pendanaan baru untuk mendukung penelitian oleh publik. Setidaknya
kebijakan inovatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya ekosistem start-up technology ini telah menghasilkan tiga
unicorn dan satu decacorn yang bernilai lebih dari $10 miliar. Indonesia



3

juga sedang memperbanyak lulusan science, technology, engineering,
and math (STEM) sehingga diharapkan akan menjadi penghasil
terbesar keempat dari STEM di antara negara G20 pada tahun 2030
(Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020). Perhatian yang
besar terhadap digitization ini, menurut perhitungan McKinsey, karena
Indonesia dapat mencapai pertumbuhan sekitar USD 150 miliar, atau
10 persen dari PDB pada tahun 2025 (Das, K., et al, 2016).
Pemerintah RI juga telah mengadopsi Bali Fintech Agenda tahun
2018 yang diinisiasi oleh IMF dan WB. Terdapat dua belas pilar Fintech
agenda yakni: memanfaatkan teknologi fintech untuk meningkatkan
penyediaan layanan keuangan; memperkuat persaingan dan komitmen
pasar terbuka, bebas, dan kompetitif, mendorong inklusi keuangan
melalui fintech dan mengembangkan pasar keuangan; memantau secara
cermat untuk memahami perkembangan sistem keuangan; mengadap-
tasi kerangka peraturan dan praktik pengawasan ketertiban pengem-
bangan dan stabilitas sistem keuangan; menjaga integritas sistem keu-
angan dan memodernisasi kerangka hukum untuk menyediakan lanskap
hukum; menjamin stabilitas sistem moneter dan keuangan dalam
negeri; mengembangkan infrastruktur data keuangan untuk mendorong
pemanfaatan fintech; mendorong kerja sama internasional dan pertu-
karan informasi; dan meningkatkan pengawasan kolektif terhadap
sistem moneter dan keuangan internasional (Das, K., et al, 2016).
Untuk mendorong gerakan inovasi ini Pemerintah Indonesia telah
mengupayakan pengembangan jenis-jenis inovasi khususnya di sektor
publik yang tersebar hingga ke beberapa daerah. Bahkan pemerintah
mengaturnya melalui PP No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Konsep inovasi yang didefinisikan dalam PP ini nampaknya lebih
mengatur ke definisi output kebijakan inovatif. Hal ini tercermin dalam
pasal yang menjelaskan bentuk-bentuk inovasi sektor tata kelola peme-
rintahan, pelayanan publik, dan kewenangan lain yang menjadi tang-
gung jawab pemerintah daerah. Pengembangan inovasi untuk ketiga
bentuk inovasi tersebut lebih banyak didorong oleh teknologi digital.
Asumsi periode yang dipergunakan dalam pemanfaatan teknologi
digital menurut PP ini adalah pada digitisasi dan digitalisasi. Sedangkan
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periode transformasi digital' sektor publik sepertinya belum menjadi
pertimbangan. Tulisan ini tidak memahami inovasi kebijakan hanya
sebagai pembuatan dan pengembangan aplikasi digital karena hal itu
hanya salah satu instrumen yang dimanfaatkan dalam mengembangkan
kebijakan yang inovatif. Tulisan ini memaknai inovasi kebijakan secara
lebih luas sebagaimana akan didiskusikan dalam bagian-bagian beri-
kutnya.

Hasil pembinaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Kemente-
rian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan meng-
hasilkan jumlah kebijakan atau program yang dikategorikan sebagai
inovasi yang cukup signifikan. Berdasarkan laman dari Indeks Inovasi
Daerah Kemendagri®, jumlah inovasi pemerintah daerah pada 2023 di
Indonesia mencapai 28.539 inovasi, dengan rincian inovasi baru 1.362,
inovasi uji coba 1.080, dan inovasi penerapan sebanyak 26.097. Namun
faktanya, banyak dari inovasi yang dilaporkan tersebut tidak jalan dan
tidak di-input di Pembinaan Inovasi Daerah. Dengan membaca peta
pembinaan inovasi daerah, terdapat 12 Provinsi masuk dalam kategori
sangat inovatif, 2 Provinsi masuk kategori inovatif, 13 Provinsi masuk
kategori kurang inovatif, dan sisanya belum mengisi data. Sebagian
besar jenis yang dikategorikan sebagai inovasi tersebut berbasis pada
teknologi digital. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia khususnya
sektor publik karena masih terdapat sekitar 131 Kab/Kota di Indonesia
yang kurang inovatif. Sebagian besar inovasi yang sangat inovatif
berada di wilayah Indonesia bagian Barat khususnya Pulau Sumatera
dan Pulau Jawa, sedangkan provinsi yang kurang inovatif lebih
dominan di Pulau Kalimantan dan Papua (Gambar 1).

! Digitisasi diartikan sebagai proses konversi dari analog ke digital, digitalisasi

adalah pemanfaatan media digital untuk meningkatkan nilai tambah proses
kehidupan social, sedangkan transformasi digital lebih fokus pada manusia
termasuk budaya ketimbang teknologinya.

2 https://indeks.inovasi.litbang. kemendagri.go.id/
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Gambar 1. Peta Inovasi Daerah di Indonesia

1:20.000.000

Sumber: (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2020)

Perhatian terhadap inovasi kebijakan sektor teknologi yang
sangat besar ini nampaknya masih belum didukung dengan jumlah
pendanaan yang kecil jika diukur dari jumlah dana Research &
Development (R&D) terhadap Growth Domestic Products (GDP).
Jumlah pendanaan R&D yang menjadi ukuran utama kepedulian
terhadap inovasi sebuah negara menunjukkan angka yang timpang di
antara negara ASEAN. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian
Keuangan RI dengan membandingkan antar negara ASEAN dalam hal
jumlah dana R&D terhadap GDP tahun 2017 menunjukkan angka 0.08
persen. Bandingkan dengan Cambodia yang mencapai angka 0.12 dan
Philippines 0.14, atau Vietnam 0.44. Angka semakin timpang jika kita
bandingkan dengan Singapore yang sudah mencapai 2.18 persen
terhadap GDP (Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020).

Pada kasus di Indonesia, pendanaan R&D lebih banyak bersum-
ber dari sektor publik. Data menunjukkan tingginya sumber pendanaan
sektor publik dalam R&D. Angkanya mencapai 39 persen dari Growth
Domestic Expenditure (GDE) untuk R&D yang dilakukan oleh
pemerintah melalui pusat-pusat penelitian milik pemerintah, dan 35
persen dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Hanya 26
persen dari dana R&D nasional berasal dari perusahaan swasta.
Bandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dunia usaha mempunyai
porsi lebih besar dalam dana R&D nasional: 64 persen di Vietnam, 73
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persen di Thailand, dan 61 persen di Singapura. Rendahnya pendanaan
ini menyebabkan rendah pula jumlah paten yang terdaftar. Data
menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 83 dari 100 negara yang
disurvei terhadap jumlah paten inovasi yang dihasilkan per satu juta
penduduk. Bahkan lebih parah lagi untuk jumlah publikasi pada jurnal
tentang science dan technology, Indonesia menempati rangking 97
(Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020).

Secara keseluruhan dalam pengembangan inovasi, Indonesia
masih memiliki sejumlah kelemahan pada tingkat kebijakan yakni:
pengeluaran secara nasional untuk R&D terhadap GDP hanya seperse-
puluh dari rata-rata negara ASEAN; banyak perusahaan tidak berino-
vasi, dan aktivitas R&D bisnis serta jumlah paten yang rendah; keluaran
ilmiah masih kecil, hanya sedikit karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal
internasional; kurangnya harmonisasi antara regulasi tingkat nasional
dan tingkat daerah tentang teknologi; industri sulit menemukan tenaga
keterampilan khusus; lemahnya strategi yang komprehensif untuk
penelitian inovatif dan kolaboratif level internasional; masih adanya
peraturan yang menghambat investasi swasta; masih adanya kesen-
jangan dan disparitas regional terhadap cakupan broadband; rendahnya
adopsi teknologi di kalangan industri; lemahnya regulasi yang
mengatur perlindungan kekayaan intelektual dan privasi data, dan akses
terhadap keuangan; terbatasnya dukungan teknologi baik untuk pela-
tihan, riset pasar, maupun kontrak R&D (Ministry of Finance of
Republic of Indonesia, 2020).

Bagaimana capaian dari berbagai macam inovasi ini? Jika kita
menggunakan data Global Innovation Index (GII) yang dikeluarkan
World Intellectual Property Organization (WIPO) 2023 pada aspek
science and innovation investment kita hanya unggul melalui scientific
publications, tetapi belum pada R&D investments®, venture capital deal
numbers and values, dan international patents. Pada aspek

Data yang bersumber dari https://www.statista.com/statistics/1352919/indonesia-
randd-investment-from-gdp/ menunjukkan bahwa investasi R&D Indonesia
terhadap GDP pada tahun 2022 hanya 0.24%. Bandingkan dengan Singapore yang
sudah mencapai 1.9% dari GDP. Berdasarkan data ini, jumlah investasi R&D
untuk Indonesia sudah membesar dibandingkan data yang dikeluarkan Kemenkeu
RI tahun 2017, namun sebaliknya menurun untuk Singapore.


https://www.statista.com/statistics/1352919/indonesia-randd-investment-from-gdp/
https://www.statista.com/statistics/1352919/indonesia-randd-investment-from-gdp/
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technological progress kita memang unggul dalam pengembangan
computing power, tetapi masih bermasalah dengan costs of renewable
energy®, electric battery price, cost of genome sequencing, dan drug
approval. Pada aspek technology adoption kita bagus di safe sanitation
dan connectivity, tetapi masih perlu mengembangkan kapasitas pengua-
saan robotic technology, electric vehicles dan cancer radiotherapy.
Pada aspek socioeconomics impact yang positif adalah /life expectancy
yang meningkat, tetapi masih lemah dalam labor productivity® dan
carbon dioxide emissions.

Data GII memberikan informasi posisi Indonesia pada tahun 2023
berada pada posisi 61 dengan skor 30.3 dari 132 negara yang disurvei.
Indonesia masih kalah dengan beberapa negara di Asia Tenggara
lainnya seperti Phillipines (56), Vietnam (46), Thailand (43), Malaysia
(36), apalagi Singapore yang menempati posisi nomor 5 sebagai negara
paling inovatif. Di antara kelompok negara lower middle-income
Indonesia berada pada posisi ke-5 karena masih di bawah negara India,
Vietnam, Ukraine, dan Philippines. Namun demikian catatan prestasi
yang cukup membanggakan dari laporan GII tersebut adalah bahwa
Indonesia (61) bersama dengan China (12), Turkiye (39), India (40),
Vietnam (46), Philippines (56), dan Iran (62) menjadi kelompok negara
berpendapatan menengah yang memiliki kenaikan rangking yang
paling cepat selama dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan data GII
tahun 2013 Indonesia berada pada rangking 85, China (35), Turkiye
(68), India (66), Vietnam (76), Philippines (90), dan Iran (113).

Di tengah prestasi Indonesia berdasarkan kenaikan yang
signifikan dalam GII sebagaimana dijelaskan terdahulu, masih segar
dalam ingatan kita hingga saat ini beberapa kebijakan dan program
yang dinilai inovatif justru hasilnya meleset dari tujuannya. Pernahkah
kita membaca atau mendengar bagaimana sebuah terobosan kebijakan

4 Data yang bersumber dari https:/lestari.kompas.com/read/2023/12/25/120000
286/energi-terbarukan-di-negara-berkembang-4-kali-lebih-mahal-daripada-
negara, menunjukkan bahwa biaya energi terbarukan di negara berkembang
termasuk Indonesia 4 kali lebih mahal dibanding di negara maju.

Analisis McKinsey 2015 menjelaskan bahwa tingkat digitization yang tinggi
seharusnya meningkatkan labor productivity. Namun demikian, untuk Indonesia
hal tersebut belum terjadi. Bahkan Indonesia masih kalah dibandingkan labor
productivity dari Thailand, Malaysia, apalagi Singapore.


https://lestari.kompas.com/read/2023/12/25/120000%20286/energi-terbarukan-di-negara-berkembang-4-kali-lebih-mahal-daripada-negara
https://lestari.kompas.com/read/2023/12/25/120000%20286/energi-terbarukan-di-negara-berkembang-4-kali-lebih-mahal-daripada-negara
https://lestari.kompas.com/read/2023/12/25/120000%20286/energi-terbarukan-di-negara-berkembang-4-kali-lebih-mahal-daripada-negara
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justru memberikan dampak negatif kepada masyarakat khususnya di
lapisan bawah karena ketimpangan sosial ekonomi yang justru terjadi?
Pernahkah kita mendengar dan membaca bagaimana sebuah kebijakan
justru bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam
masyarakat? Bahkan ada kebijakan yang justru meninabobokan
masyarakat karena sifat protektifnya yang berlebihan. Terobosan
kebijakan lain yang dinilai inovatif gagal diimplementasikan karena
lemahnya kapasitas dan komitmen lembaga yang diberi mandat
menjalankan kebijakan tersebut. Tidak kalah serunya adalah banyak
kebijakan atau program yang tidak berlanjut karena kesalahan dalam
mengidentifikasi akar masalah kebutuhan publik. Masalah lain yang
jamak terjadi adalah kebijakan inovatif tidak mampu diimplemen-
tasikan karena kegagalan dalam mengembangkan inovasi tata kelola
yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif.

Dampak inovasi ini belum banyak dirasakan masyarakat
kalangan bawah. Sangat disayangkan apabila gelombang teknologi
yang dipicu oleh digital tidak mampu mengangkat kehidupan sosial
ekonomi masyarakat hingga tingkat terbawah. Data yang bersumber
dari publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2013 dan tahun 2023 yang
diolah dari hasil Susenas menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan
social ekonomi (inequality) yang masih cukup besar jika diukur dengan
Indeks Gini. Data tahun 2013 indeks Gini Indonesia adalah 0,41 dengan
indeks Gini perkotaan sebesar 0,43 dan perdesaan 0,32. Pada Maret
2023 Indeks Gini sedikit menurun menjadi 0,388. Gini Ratio di
perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409; sedangkan Gini
Ratio di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313. Sekali lagi
terdapat perbedaan tingkat ketimpangan yang sangat signifikan antara
kota dengan desa. Dalam definisi ini ketimpangan sosial ekonomi yang
dimaksud merujuk pada ketimpangan social ekonomi, diukur dari
kesenjangan pendapatan, tingkat kematian dan standar hidup (Pandey
& Nathwani, 1996). Pendapat lain tentang inequality yang lebih
sederhana disampaikan oleh Ravallion (2016) yakni kesenjangan
tingkat kehidupan; misalnya, berapa banyak uang yang dimiliki oleh
orang kaya dibandingkan orang miskin (Ravallion, M., 2016).
Ketimpangan yang cukup signifikan juga terjadi antar wilayah. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia antar provinsi juga
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menunjukkan ketimpangan yang ekstrem. Rata-rata nasional IPM tahun
2023 adalah 74,39 dan angka ini naik sedikit dari IPM tahun 2013
sebesar 73,81. Kendati demikian, angka ini sangat bervariasi antar
provinsi. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka tertinggi IPM
provinsi adalah DKI Jakarta dengan angka 82,46 (sangat tinggi) dan
terendah adalah provinsi Papua bersama empat provinsi lainnya di
tanah Papua dengan angka 62,25 (sedang).

Simulasi yang dilakukan oleh Yusuf (2020) menunjukkan
perbedaan antar daerah yang timpang dari efek penggunaan teknologi
4.0 (digitalization, robotization, artificial intelligence) terhadap
pertumbuhan GDP per tahun. Jika ditambahkan adopsi teknologi 4.0,
maka pada periode 2020-2040 rata-rata angka pertumbuhan GDP per
tahun pada tingkat nasional adalah 5.75. Angka tersebut masih di bawah
angka tertinggi pertumbuhan GDP per tahun dari wilayah yang selama
ini menjadi primadona ekonomi Indonesia yakni pulau Jawa dengan
angka 6.57 untuk periode yang sama. Angka pertumbuhan GDP per
tahun pada periode tersebut antar pulau sangat bervariasi hingga yang
paling rendah adalah Papua Maluku dengan angka 3.76 (Yusuf, A.,
2020). Pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional dan regional ini
hendaknya dipertahankan di atas 5 persen untuk menghindarkan
Indonesia dari middle income trap.

Sementara itu, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi
meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan. Data buku Statistik
Indonesia 2014 angka kemiskinan di Indonesia pada 2013 adalah 11,47
persen (perkotaan 8,52 persen, dan perdesaan 14,42 persen). Angka ini
mengalami penurunan menurut buku Statistik Indonesia 2023 menjadi
9,57 persen pada tahun 2022 (perkotaan 7,53 persen, dan perdesaan
12,36 persen). Angka kemiskinan antar daerah di Indonesia ini pun
bervariasi. Tidak hanya angka kemiskinan provinsi yang berada di luar
Jawa di atas rata-rata nasional, tetapi angka kemiskinan provinsi di
Jawa pun ada yang di atas rata-rata nasional. Data kemiskinan tahun
2023 untuk DIY adalah 11,04 persen, Jawa Tengah 10,77 persen, dan
Jawa Timur 10,35 persen. Ketiga provinsi berada di atas rata-rata
kemiskinan tingkat nasional yakni 9,36 persen.

Untuk mengembangkan inovasi kebijakan ini tidak mudah pada
kondisi saat ini. Pada tingkat global kita menghadapi perekonomian
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yang tidak stabil, perang di beberapa wilayah yang berdampak secara
internasional; kompetisi penguasaan sumber daya alam; pertumbuhan
penduduk dunia yang tidak seimbang dan pengaruhnya pada migrasi
global; perubahan iklim yang mengancam ketersediaan energi, pangan
dan air; penguasaan teknologi yang berbeda antar negara,
ketidakpastian keuangan global; serta ketidakpastian tatanan politik dan
ekonomi global secara menyeluruh yang selalu berubah dengan cepat.
Semua ini mengancam ketidakpastian dan kerentanan dalam
pembangunan nasional khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara adil dan merata. Peringatan yang disampaikan oleh
laporan UNDP pada 2015 menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan
telah terjadi secara masif di negara maju maupun negara berkembang
(United Nation Development Program, 2015). Banyak negara
mengakui bahwa globalisasi telah membuka pasar perdagangan dan
keuangan suatu negara. Selanjutnya hal ini akan membantu para
inovator untuk mengomersialkan produk mereka melalui ekspor.
Namun, pendapat berbeda tentang globalisasi dan inovasi disampaikan
oleh Anderson (2009); Krugman (2008), dan Stiglitz (2012). Ketiga
pakar justru berpendapat bahwa penyebab meluasnya ketimpangan
pendapatan adalah inovasi dan globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi
merupakan mediator penting dalam mempengaruhi hubungan antara
inovasi dan ketimpangan pendapatan.

Disinilah peran inovasi kebijakan untuk mendorong ke arah
perubahan sosial ekonomi secara adil dan merata di dalam masyarakat
melalui pilihan kebijakan yang tepat. Pilihan inovasi kebijakan yang
salah justru akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar
kelompok di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat menarik untuk
mendiskusikan bagaimana persepsi publik dan teori menjelaskan
tentang inovasi kebijakan dan inequality, bagaimana perbandingannya
dengan kasus di negara lain, faktor apa yang menentukan kualitas
inovasi kebijakan, dan bagaimana strategi untuk mengurangi dampak
negatif inovasi kebijakan terhadap inequality.



11

Hadirin yang saya hormati,

PERSEPSI PUBLIK TENTANG INOVASI KEBIJAKAN DAN
INEQUALITY

1. Inovasi Kebijakan dan Inequality dalam Kajian Systematic
Literature Review

Pencarian pada data base Scopus dilakukan pada 30 Desember
2023 dengan temuan sebanyak 1975 artikel dari tahun 2000 s.d. 2023.
Jumlah publikasi terkait Imnovation & Inequality cenderung terus
meningkat dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2020
dengan 224 artikel, dan mencatat jumlah publikasi tertinggi pada tahun
2023 dengan 304 artikel.

Fenomena meningkatnya tulisan tentang innovation dan inequal-
ity ini mencerminkan minat dan fokus yang semakin meningkat dalam
eksplorasi serta pembahasan ide-ide terkait inovasi dan dampaknya
terhadap ketidaksetaraan. Peningkatan signifikan dalam jumlah publi-
kasi terkait inovasi kebijakan pada tahun 2020 mencerminkan respons
cepat terhadap tantangan persoalan publik yang mendesak. Hal ini
terjadi seiring dengan penerapan kebijakan baru dan strategi inovatif
guna mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh
pandemi. Dengan perhatian yang semakin meningkat terhadap aspek-
aspek ini, para peneliti dan praktisi telah memperluas eksplorasi mereka
terhadap berbagai ide dan konsep, mencari solusi yang efektif untuk
meredakan ketidaksetaraan yang berkembang.

Analisis kata kunci yang muncul dalam policy innovation dan
inequality

Dari hasil analisis kata kunci menggunakan visualisasi VOSvie-
wer pada literatur terkait Innovation & Inequality, tampak bahwa bebe-
rapa isu krusial muncul sebagai fokus utama dalam publikasi-publikasi
tersebut (Grafik 1). Terdapat lima kata kunci yang paling banyak mun-
cul yakni: income inequality, social innovation, COVID-19, economic
growth, dan sustainability. Isu yang mendominasi perbincangan adalah
"income inequality" atau ketidaksetaraan pendapatan. Fenomena ini
mencerminkan kekhawatiran dan kesadaran terhadap kesenjangan
ekonomi yang semakin membesar di berbagai lapisan masyarakat
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sebagai akibat munculnya inovasi di berbagai sektor ekonomi. Selan-
jutnya, "social innovation" juga muncul sebagai isu yang sering
dibahas. Ini menandakan bahwa ada upaya yang signifikan untuk
mencari solusi inovatif yang dapat membawa perubahan positif dalam
mengatasi tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Inovasi sosial
dianggap sebagai instrumen penting untuk memecahkan masalah
ketidaksetaraan yang kompleks. Isu “COVID-19"” juga banyak muncul
dalam pembahasan inovasi karena banyak tuntutan kebijakan inovatif
khususnya di sektor kesehatan dan perekonomian untuk mengatasi
pandemi COVID-19 yang merebak pada 2020-2022. Isu “economic
growth” umumnya dikaitkan dengan inovasi karena pada saat dimana
banyak negara mengalami keterbatasan dalam ketersediaan sumber
daya alam, maka inovasi khususnya berbasis teknologi digital adalah
solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi juga selalu
dikaitkan dengan “sustainability” karena inovasi selalu dikaitkan
dengan upaya untuk keluar dari perangkap yang akan menyengsarakan
masyarakat di masa depan, misalnya isu-isu perubahan iklim dan
pemanasan global yang mempengaruhi daya dukung lingkungan.

Di luar kelima kata kunci yang sering muncul di atas, terdapat
beberapa kata kunci lain yang menjadi perhatian banyak penulis yakni
technology, gender, education, policy, governance dan poverty. Techno-
logy menjadi kata kunci lain yang cukup banyak dibahas karena dimen-
st ketersediaan, keterjangkauan, dan penggunaannya sering dihubung-
kan dengan perbedaan antar kelompok untuk menguasainya. Sedang-
kan, kata kunci "gender" juga menonjol dalam literatur terkait. Hal ini
mencerminkan kebutuhan untuk menggali dampak inovasi terhadap
kesetaraan gender, baik dalam akses terhadap peluang ekonomi maupun
partisipasi dalam proses inovasi itu sendiri. Peningkatan kesadaran
terhadap peran gender dalam konteks inovasi dan ketidaksetaraan
menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih
inklusif. Kata kunci lain adalah “education”. Pendidikan muncul
sebagai isu kunci menunjukkan bahwa literatur terkait inovasi dan
ketidaksetaraan secara aktif mengeksplorasi bagaimana inovasi dapat
memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Kesadaran akan peran
pendidikan sebagai instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam
masyarakat menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Topik yang



13

justru tidak terlalu banyak diperbincangkan di dalam publikasi ilmiah
adalah “policy”. Perhatian terhadap isu inovasi yang dikaitkan dengan
policy jika menyimak dari tulisan yang muncul kebanyakan dikaitkan
dengan sektor-sektor penting yang menjadi kebutuhan publik. Masih
sedikit tulisan yang mengkaji bagaimana aspek-aspek dalam public
policy dikupas dari sisi inovasi untuk mendorong peningkatan kualitas
kebijakan. Isu lain yang sesungguhnya menarik dan menjadi per-
syaratan berkembangnya kebijakan yang inovatif adalah “governance”.
Banyak penulis sepakat bahwa syarat mutlak terwujudnya inovasi
kebijakan terutama untuk mendorong equality adalah manakala terjadi
good governance dalam pemerintahan. Terakhir, isu "poverty" juga
mencuat sebagai salah satu perbincangan utama. Analisis ini
mencerminkan kebutuhan untuk memahami bagaimana inovasi dapat
digunakan sebagai alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam
konteks ketidaksetaraan ekonomi. Dengan memahami dinamika antara
inovasi dan kemiskinan, penelitian ini memberikan landasan yang kuat
untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam mengatasi
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Grafik 1: Overlay Visualization kata kunci yang muncul dalam publikasi
innovation and inequality
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Jika merujuk pada concern isu yang ditulis dalam innovation and
equality dari tahun ke tahun, maka berdasarkan overlay visualization di
atas menunjukkan bahwa topik yang banyak muncul pada tahun-tahun
terakhir adalah pandemic COVID-19, gender, dan artificial
intelligence. Topik lain yang akhir-akhir ini menarik terkait dengan
innovation and equality adalah dimensi yang masuk dalam Sustainable
Development Goals (SDGs) khususnya kemiskinan, ketidaksetaraan,
dan lingkungan. Semua penulis menunjukkan kecemasan sekaligus
harapan agar inovasi kebijakan bisa mengantisipasi isu-isu penting
dalam SDGs tersebut sehingga hal-hal negatif di masa depan tidak
terjadi. Penelitian-penelitian ini membentuk dasar pemahaman yang
lebih baik tentang bagaimana inovasi dapat menjadi katalisator untuk
mengatasi tantangan global dan mendorong menuju pembangunan yang
berkelanjutan dan inklusif.

Hadirin yang saya hormati,
2. Inovasi Kebijakan dan Inequality dalam Media Sosial

Dari data crawling yang dilakukan dengan durasi data antara
bulan November 2019 sampai dengan Desember 2022 diperoleh data
dengan distribusi persentase hashtag masing-masing adalah sebagai
berikut (Grafik 2)°:

6 Pada studi ini yang menjadi data penelitian adalah trending topik tweet masyarakat

Indonesia di twitter. Tweet diambil sebanyak 4.595 tweet dengan hashtag policy
innovation, governance innovation, public service innovation, public sector
innovation, diffusion innovation, political innovation, policy invention, public
management innovation/reform, administration innovation/reform yang masing-
masing hashtag dikumpulkan dalam periode pengumpulan antara 19 November
2019 hingga Desember 2022 dari Application Programming Interface (API) dan
key token twitter. Untuk dataset yang digunakan diambil melalui Twitter API
dengan proses crawling menggunakan tools orange datamining. Hasil data
Crawling dianalisa menjadi cluster serta di rekapitulasi sehingga menciptakan
kata yang dominan muncul dari tweet (pendapat/komentar) tersebut. Kumulan
tweet yang terkumul ini kemudian dianalisis dengan corpus yang bisa dianggap
sebagai populasi data.



15

Grafik 2: Frekuensi persentase penggunaan hashtag di Twitter
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Hashtag #InovasiPelayananPublik yang paling sering muncul
dengan frekuensi sebesar 5.056. Hashtag tersebut paling banyak digu-
nakan dalam diskusi inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pela-
yanan publik mendapat sorotan dan perhatian yang sangat besar dari
masyarakat dalam dua tahun terakhir. Sebanyak 71,71 % tweet men-
diskusikan “inovasi pelayanan publik” dalam perbincangan di Twitter.
Adapun  hashtag  yang lain  seperti  #inovasikebijakan,
#inovasipemerintah dan #kesenjangankebijakan hanya di bawah 10%.
Adapun hashtag lain hanya diperbincangkan kurang dari 5% dari total
4.595 tweet.

Selain itu, terdapat 10 kata yang memiliki jumlah frekuensi terbe-
sar yaitu inovasi, pelayanan, publik, kebijakan, kompetisi, penghar-
gaan, pemerintah, kementerian, masyarakat dan digital. Selama kurun
waktu 2 tahun terakhir, masyarakat memiliki perhatian yang cukup
besar dalam hal Inovasi. Masyarakat di twitter juga sering memper-
bincangkan wacana terkait pelayanan, publik dan kebijakan. Term
Document Matrix jika divisualisasikan menjadi sebuah tampilan Word
Cloud sebagai berikut (Gambar 2):
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Gambar 2. Word Cloud Inovasi Kebijakan
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Dari proses analisis jaringan (Network Analysis) wacana “ino-
vasi” memiliki koneksi yang sangat kuat dengan “pelayanan”, dan disisi
yang lain, wacana “pelayanan” sangat erat terkait dengan “publik”
(Gambar 3). Ketiga istilah ini sering kali digunakan secara bersama-
sama dalam perbincangan di Twitter. Inovasi juga kerap kali dikaitkan
dengan wacana-wacana kompetisi dan penghargaan.

Gambar 3. Analisis Jaringan dari Wacana Inovasi Kebijakan Publik

Sumber: data diolah penulis
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Hadirin yang saya muliakan,
PERSPEKTIF TEORI
1. Inovasi Kebijakan dan Inovasi Sektor Publik

Studi inovasi berkembang sangat pesat dalam dua dekade
terakhir yang dipicu oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekno-
logi (IPTEK) khususnya teknologi digital. Keterkaitan inovasi dengan
IPTEK pertama kali dipopulerkan oleh Joseph Schumpeter (1911,
1942) dengan mengenalkan lima pendekatan baru bagi seorang entre-
preneur yakni: new products, new production processes (technologies),
new markets, new organizations, and new inputs. Relasi ini juga tidak
bisa dilepaskan ketika menjelaskan perkembangan inovasi kebijakan.
Sebagai sebuah pilihan dalam kebijakan, para penerus Schumpeterian,
melanjutkan analisisnya bahwa inovasi kebijakan bisa ditumbuhkan
melalui tiga strategi yakni: pertama, strategi yang paling umum adalah
dengan deregulasi, mengurangi transaksi biaya dan jumlah regulasi dan
“letting the market do its job” (Baumol, 2002). Strategi kedua adalah
sistem inovasi (Castells & Himanen, 2002), dengan mengembangkan
model governance yang mencoba menganalisis lingkungan dan peran
yang dimainkan oleh principal players (agen perubahan) dan
bagaimana saluran komunikasi difusi dijalankan. Strategi ketiga adalah
menetapkan tujuan yang spesifik misalnya melalui stimulasi sistem
pendidikan untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi terkini. Secara umum, inovasi kebijakan adalah tentang
kebaruan dan perubahan serta berhubungan dengan institusi, pasar, dan
kondisi geografis (Lambooy, 2005).

Studi inovasi ini juga telah mendorong perubahan yang sangat
pesat di berbagai bidang pemerintahan. Hampir semua aspek dalam
kebijakan publik tidak bisa menghindar dari sentuhan inovasi. Tahapan
dalam proses kebijakan (agenda setting—formulasi—implementasi—
evaluasi—perubahan kebijakan—terminasi kebijakan), riset kebijakan
yang menjadi penopang evidence-based policy, leadership style, teknik
pengambilan keputusan, keterlibatan publik, kualitas program,
penentuan target group, difusi, hingga teknik advokasi kebijakan, telah
mengalami perkembangan pesat sebagai sebuah science dan sekaligus
praktek kebijakan. Keterkaitan antara inovasi dan kebijakan yang erat
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telah memunculkan konsep policy innovation. Bahkan beberapa pakar
menyebut bahwa kajian dalam studi inovasi berasal dari studi kebijakan
sebagai sebuah science (Martin, 2012; Radosevic, 2012).

Studi tentang inovasi pemerintahan sendiri sesungguhnya telah
dimulai sejak tahun 1969 oleh Jack L. Walker yang melakukan studi
terhadap 88 program pemerintah di USA. Konsep yang dikenalkan kala
itu adalah a state government innovation yang didefinisikan sebagai
sebuah program atau kebijakan yang baru bagi sebuah institusi
pemerintah yang mengadopsinya (Berry & Berry, 1990; Glor, 2021).
Dalam definisi ini ketika sebuah unit pemerintah mengadopsi sebuah
kebijakan baru yang sudah diterapkan di unit pemerintahan yang lain,
maka hal itu sudah bisa disebut inovasi kebijakan.

Di dalam beberapa literatur dijelaskan definisi dari Policy
Innovation yang kadangkala bercampur dengan penggunaan konsep
Public Sector Innovation (Brookfield Institute, 2018). Brookfield
Institute kemudian menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup
signifikan antara kedua konsep tersebut. Inovasi sektor publik
mencakup upaya struktural dan peningkatan kapasitas yang lebih luas
untuk memungkinkan dan mempercepat inovasi dalam pemerintahan.
Definisi ini antara lain mencakup integrasi teknologi dan layanan sektor
publik yang baru. Public sector innovation antara lain dicirikan dengan
struktur dan proses baru yang memungkinkan inovasi dalam pemerin-
tahan, seperti pemerintahan terbuka dan pemerintahan digital. Inovasi
kebijakan sektor publik umumnya merujuk pada pengembangan desain
kebijakan baru dan standard operating procedures (SOP) baru yang
diterapkan oleh organisasi publik untuk mengatasi beragam isu
kebijakan publik (Rahman et al., 2020). Inovasi kebijakan sektor publik
juga diasosiasikan dengan spirit reformasi seperti New Public
Management, e-government, perubahan paradigma dari pemerintahan
(government) ke tata kelola (governance) dan berkurangnya peran
pemerintah dalam tata kehidupan masyarakat secara umum (Vries et al.,
2015). Menurut Tonurist et al. (2017), proses ini ditengarai oleh
perkembangan teknologi seperti penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi, serta gagasan tata kelola yang berfokus pada pengguna
jasa atau masyarakat. Karakteristik lain yang melekat adalah proses
kolaborasi yang terbuka antar stakeholders yang berasal dari berbagai
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organisasi (Bekkers & Tummers, 2018). Terwujud atau tidaknya inovasi
kebijakan di sektor publik antara lain juga dipengaruhi oleh mekanisme
formal seperti peraturan perundangan yang menuntut organisasi publik
untuk melakukan inovasi (Clausen et al., 2019).

Policy innovation memiliki fokus pada proses pengembangan
kebijakan dan inovasi instrumen yang dihasilkan. Policy Innovation
antara lain dicirikan dengan proses, alat, dan praktik baru yang diguna-
kan untuk perancangan dan pengembangan kebijakan yang mengha-
silkan penyelesaian masalah yang lebih baik terhadap isu-isu kompleks.
Bloch & Bugge (2013) memaknai inovasi kebijakan sebagai konsep
kebijakan baru yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, program
baru, atau sebuah reformasi besar. Inovasi dalam definisi ini adalah
proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan biasanya inovasi ini
adalah perpaduan dengan perubahan bertahap yang dilakukan
sebelumnya dan memiliki hasil serupa (Osborne & Brown, 2011).

Innovation dalam policy ini didefinisikan sebagai menerapkan
wawasan, sumber daya, atau pendekatan baru yang bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan dengan cara
konvensional dalam melakukan sesuatu. Lebih lanjut definisi policy
innovation adalah tentang menciptakan kebijakan, peraturan baru, dan
program serta layanan yang sangat bermanfaat dan menjadi proses
pembelajaran untuk masyarakat. Hal ini mencakup metode inovatif
untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kebijakan,
program dan layanan (misalnya melalui penganggaran partisipatif,
crowdsourcing); metode inovatif untuk mengevaluasi efektivitas
kebijakan, program dan layanan (misalnya melalui pembentukan
perilaku, metode desain layanan); dan metode pendanaan inovatif
(misalnya melalui keuangan yang bersumber dari pembiayaan sosial,
public-private partnership) (Brookfield Institute, 2018).

Beberapa pakar lain menjelaskan bahwa konsep policy innovation
merujuk pada konteks inovasi yang luas di beragam sektor, termasuk
sektor publik. Inovasi kebijakan melibatkan proses yang mempertim-
bangkan feedback dari para pengguna layanan dalam proses peran-
cangan kebijakan publik (Capano & Galanti, 2021). Kedua penulis
menegaskan bahwa dalam policy innovation mempertimbangkan pola
tindakan yang berfokus pada promosi untuk inovasi, membingkai
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masalah dalam konteks tertentu, mengembangkan solusi, membangun
koalisi dukungan, dan mencari peluang. Hal ini umumnya dikaitkan
dengan kewirausahaan sektor publik yang dijabarkan sebagai inisiatif
kebijakan publik yang inovatif dalam rangka menciptakan lingkungan
yang lebih kondusif untuk mendorong tindakan kreatif sebagai respons
dan antisipasi terhadap kondisi yang serba tidak pasti (Link, 2022).
Inovasi kebijakan juga berkenaan dengan kepemimpinan dan promosi
pendekatan kolaboratif sektor publik dalam rangka mendorong
terciptanya budaya inovasi (Tiganasu et al., 2019).

Menurut definisi dari Brookfield Institute, konsep Public Sector
Innovation lebih luas dari Policy innovation. Namun, tulisan ini tidak
terlalu mempermasalahkan perbedaan keduanya karena bagi penulis
yang penting adalah lokus inovasi kebijakan ini berada pada apa yang
dilakukan pemerintah untuk merespons persoalan publik. Hal ini sesuai
dengan lokus kebijakan yang berada pada ranah publik.

Menyimak kembali sejarah pada abad pertengahan, Parsons
(2006) menjelaskan bahwa karya-karya besar Marlowe dan Barabas
yang hidup sezaman dengan Shakespeare telah menggunakan kata
“policy” secara sederhana dalam karya dramanya. Salah satu makna
policy yang cukup dikenal kala itu adalah perencanaan yang cerdik
(scheming). Lebih jauh Parsons (2006) menjelaskan bahwa policy yang
didefinisikan sebagai scheming tadi adalah upaya perekayasa untuk
menciptakan atau merekayasa cerita yang logis untuk mengamankan
tujuannya sehingga ia tidak bisa lepas dari politik perekayasa sebagai
penguasa. Kendati demikian, policy menurut Lasswell (1951) seha-
rusnya dibebaskan dari konotasi yang sering muncul secara politis
yakni keberpihakan dan korupsi. Sebaliknya, Parsons (2006) menegas-
kan bahwa kebijakan tidak bisa dilepaskan dari politik karena ia menja-
di ekspresi rasionalitas politik, yakni kebijakan menjelaskan apa yang
sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain,
kebijakan adalah seperangkat tindakan atau rencana yang mengandung
tujuan politik. Value politik menjadi kental dalam policy sehingga
Thomas Dye mendefinisikan policy sebagai apa yang dilakukan dan
tidak dilakukan oleh pemerintah (Dye, 2017) untuk mengatasi masalah
publik tertentu.
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Hadirin yang berbahagia,
2. Hubungan antara Inovasi Kebijakan dan Inequality

Para peneliti memiliki kesimpulan yang berbeda bahkan
kontradiktif tentang hubungan antara ketimpangan dan inovasi
kebijakan. Inovasi dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan
jika hasil inovasi kebijakan tidak didistribusikan secara merata (Phiri et
al., 2016). Hal ini karena seiring dengan inovasi kebijakan teknologi
membutuhkan penguasaan ski/l yang lebih tinggi sehingga
meningkatkan pendapatan bagi sebagian masyarakat yang mampu
memenuhi ketrampilan tersebut, namun tidak bagi sebagian lain yang
tidak mampu memenuhinya (Santos et al., 2017). Sebaliknya,
Shahabadi et al. (2017) justru berpendapat bahwa inovasi dapat
menurunkan ketimpangan. Pernyataan ini didukung dengan argumen
bahwa inovasi dapat mengarahkan pembangunan industri dan teknologi
baru untuk meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja.
Dampaknya adalah mendorong gaji yang lebih tinggi dan distribusi
pendapatan yang lebih merata. Hasil penelitian yang saling bertolak
belakang tersebut menyimpulkan bahwa inovasi dapat meningkatkan
atau menurunkan ketimpangan ekonomi, bergantung pada pemerataan
penguasaan keterampilan oleh masyarakat. Dengan demikian, penting
untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik secara
menyeluruh sehingga risiko peningkatan ketimpangan akibat adanya
inovasi dapat dimitigasi secara tepat.

Selanjutnya, penelitian Phiri et al. (2016) menyimpulkan bahwa
di satu sisi, tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat inovasi
seiring terbatasnya akses terhadap kesempatan dan sumber daya bagi
kelompok yang terpinggirkan. Dengan demikian, penting bagi
pemerintah untuk mengurangi disparitas pendapatan untuk mendorong
terwujudnya masyarakat yang lebih inovatif (Hatipoglu, 2012). Namun
di sisi lain, ketimpangan juga dapat menciptakan dorongan bagi para
individu tersebut untuk membangun solusi dan teknologi baru untuk
mengatasi beragam tantangan sosial (Phiri et al., 2016). Oleh karena itu,
berangkat dari pemahaman bahwa level inovasi dapat memiliki dampak
yang berlainan terhadap tingkat ketimpangan, pemerintah perlu
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memperhatikan peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat
terhadap fasilitas yang mendorong inovasi.

Studi hubungan antara inovasi dengan equality biasanya berkem-
bang dalam studi ekonomi dan ketenakerjaan. Terdapat empat premis
utama yang berkembang yakni: Pertama, bahwa pekerja dengan
keterampilan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan keuntungan
yang lebih tinggi di daerah dengan inovasi yang lebih tinggi. Studi yang
dilakukan oleh Echeverri-Carrol & Ayala (2009), dan Liu & Lawell
(2015) menemukan bahwa pekerja dengan ketrampilan tinggi yang
bekerja di kota yang iklimnya inovatif sering kali mendapatkan upah
yang lebih tinggi ketimbang di kota yang tidak inovatif. Kedua, sharing
pengetahuan memungkinkan pekerja yang memiliki keterampilan
rendah untuk belajar dari pekerja berketrampilan tinggi dan mening-
katkan produktivitas mereka (Glaeser, 1999). Kapasitas yang mening-
kat dari pekerja akan sangat kondusif untuk mendukung perkembangan
inovasi teknologi, dan pada akhirnya mengurangi ketimpangan penda-
patan. Kendati demikian terdapat kelompok yang membantah terhadap
premis ini karena tidak semua pekerja dengan kapasitas rendah akan
mampu mengakses pengetahuan yang inovatif untuk memperbaiki
kapasitas mereka sehingga ketimpangan tetap akan terjadi. Ketiga,
inovasi berhubungan dengan equality yakni melalui efek aglomerasi
secara spasial. Menurut analisis dari pendekatan ini, bahwa inovasi
akan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga akan menarik
tenaga kerja ke wilayah tersebut. Dengan kata lain, inovasi akan
mendorong terjadinya urbanisasi. Namun demikian, beberapa pakar
masih menyebut bahwa dampak urbanisasi terhadap equality masih
ambigu (Liu & Lawell, 2015). Keempat, bahwa inovasi melalui
kemajuan teknologi dapat mengubah pembagian lapangan kerja dan
upah untuk kelompok keterampilan yang berbeda (Liu & Lawell, 2015).
Menurut konsep disruptive dalam inovasi, teknologi baru akan meng-
gantikan jenis lapangan kerja yang masuk kategori ketrampilan rendah
dan selanjutnya akan mengurangi income mereka. Sebaliknya, tekno-
logi yang disruptive akan mendorong kemunculan tenaga kerja dengan
ketrampilan tinggi dan meningkatkan income mereka. Dengan
demikian, inovasi bisa menciptakan trade-off di antara kelompok
pekerja, satu sisi ada yang dirugikan dan sisi lain ada yang diuntungkan.
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Dalam perspektif kebijakan, inovasi kebijakan memiliki relasi
yang kuat terhadap inequality. Kebijakan adalah persoalan memilih
nilai terbaik dengan resources yang tersedia untuk mendorong terjadi-
nya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ketika kebijakan diregu-
lasikan, maka ia memiliki sifat pemandatan pada semua stakeholders
yang harus mengimplementasikan dan target groups sebagai kelompok
beneficiaries. Dengan ciri demikian, policy sangat bergantung pada
karakter rezim yang berkuasa dan sangat value loaded, pada kapasitas
dan komitmen pelaksananya, dan bagaimana respons publik terhadap-
nya. Faktor siapa pembuat kebijakan dengan berbagai kepentingan
yang menghinggapinya pada akhirnya akan menentukan bagaimana
alokasi resources dan arah kebijakan inovatif akan menghasilkan
ketimpangan atau tidak. Mereka yang menjadi pelaksana kebijakan
turut mewarnai bagaimana target-target kebijakan inovatif lebih
memenuhi standar value mereka sebagai pelaksana ketimbang kepen-
tingan publik. Logika efisien, efektif dan ekonomis dalam pelaksanaan
tugas birokrasi hingga saat ini masih menjadi primadona aparatur peme-
rintah dalam mengukur kinerjanya. Hal ini sering kali mengabaikan
aspek pemerataan resources karena ia sering kali berbeda jalan dengan
logika pemenuhan kinerja birokrasi. Terakhir, faktor respons publik
turut menentukan inovasi kebijakan dan sangat bergantung pada kapa-
sitas dan kemampuan mengakses inovasi kebijakan tersebut. Perbedaan
tersebut akan menghasilkan tingkat equality yang berbeda di antara
publik yang menjadi target inovasi kebijakan tersebut.

Secara teknis, mengikuti pendapat Brookfield Institute (2018)
terdapat spektrum yang membagi bagaimana inovasi kebijakan
dikembangkan. Secara vertikal, spektrum tersebut menyeberang dari
pendekatan participatory ke pendekatan expertise. Secara horizontal,
dari pendekatan public-facing (service) ke government-facing (policy).
Pada cluster participatory dan orientasi service, terdapat pendekatan
open policy, dan design for policy and service. Open policy dimaksud-
kan untuk mendekatkan publik dalam perumusan kebijakan dan sekali-
gus mendekatkan pemerintah pada kebutuhan masyarakat. Pada era
sekarang, open policy sangat terbantu dengan adanya perkembangan
inovasi teknologi digital yang masif. Alat yang dipakai umumnya
adalah e-govt, open data, big data analytics. Design for policy and
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service, keduanya berfokus pada warganegara dalam perumusan
kebijakan. Keduanya berorientasi pada masa depan yang baru dan
mengandalkan kolaborasi antara unsur di dalam dan luar pemerintah.
Alat yang digunakan misalnya empathy, ethnography, collaboration,
journey mapping. Sementara itu, pada cluster policy dengan partici-
patory terdapat pendekatan systemic design. Menurut pendekatan ini
para praktisi kebijakan diberikan keleluasaan untuk memahami policy
stakeholders mapping dan membantu mencari celah-celah dalam
mengembangkan kebijakan inovatif. Alat yang digunakan misalnya
conceptual mapping, geographic mapping. Pada cluster policy and
expertise terdapat strategic foresight. Pendekatan ini menekankan peran
analis kebijakan kepada policy maker untuk beradaptasi dan
mendekatkan pada visi kebijakan yang strategis di masa depan. Alat
yang biasa dipakai misalnya trend analysis, scenario planning.
Terakhir, pada cluster service and expertise menawarkan pendekatan
experimental policy dan behavioral insights. Pada prinsipnya pende-
katan yang banyak diadopsi dari teori perilaku ekonomi dan psikologi
ini menempatkan manusia sebagai agen utama dalam decision making.
Namun pendekatan ini menolak manusia sebagai agen yang berpikir
rasional. Tawarannya lebih berupaya bagaimana mengembangkan
perilaku kebijakan inovatif dan terserap dalam desain program dan
kegiatannya. Untuk memenuhi hal tersebut antara lain studi eksperimen
kebijakan, prototyping, dan labs banyak dikembangkan.

Hadirin yang saya banggakan,

3. Inovasi Kebijakan dan Pengaruhnya Terhadap Inequality di
Beberapa Negara

Studi yang dilakukan oleh Aghion, et al. (2019) di AS menyim-
pulkan adanya tiga pola hubungan antara inovasi kebijakan dengan
ketimpangan pendapatan tertinggi. Pertama, studi menemukan korelasi
positif dan signifikan antara inovasi dan ketimpangan pendapatan
tertinggi. Inovasi dan ukuran ketimpangan yang luas tidak berkorelasi
secara signifikan, dan bahwa ketimpangan pendapatan tertinggi tidak
berkorelasi dengan inovasi yang sangat tertinggal. Kedua, studi ini
berargumentasi bahwa korelasi ini setidaknya sebagian mencerminkan



25

efek kausal dari inovasi terhadap pembagian pendapatan tertinggi.
Ketiga, studi juga menunjukkan bahwa inovasi berhubungan positif
dengan mobilitas sosial. Di negara maju seperti Amerika, inovasi tentu
saja merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi. Aghion memberi
contoh, dalam daftar individu terkaya per negara bagian AS yang
disusun oleh Majalah Forbes menemukan bahwa 11 dari 50 orang
terdaftar sebagai penemu paten di AS. Hal ini menunjukkan bahwa
mereka memperoleh pendapatan tinggi dari waktu ke waktu karena
kemampuan inovatifnya. Lebih penting lagi, antara hak paten dengan
ketimpangan pendapatan tertinggi di AS dan negara maju lainnya telah
mengikuti evolusi yang sifatnya paralel (Aghion, et al., 2019).

Kasus di Jerman, ketimpangan yang menonjol adalah ketidak-
merataan pendapatan yang semakin meningkat sejak tiga dekade
terakhir (Kitzmiiller et al., 2021). Penyumbang utama ketimpangan
pendapatan di Jerman adalah perubahan teknologi. Secara teori,
perubahan teknologi akan mengurangi biaya otomatisasi rutin yang
dilakukan pekerja. Di satu sisi terjadi penurunan lapangan kerja pada
pekerjaan dengan ketrampilan menengah ke bawah, dan di sisi lain
meningkatkan lapangan kerja pada pekerjaan berketerampilan tinggi
yang mempengaruhi upah kerja. Pada saat yang sama, adopsi teknologi
juga berkembang sebagai akibat pandemi COVID-19. Hal ini
meningkatkan biaya non-otomatisasi terutama di bidang manufaktur
yang kemudian berlanjut dengan kemajuan Artificial Intelligence dan
robotika. Untuk mengatasi hal tersebut, usulan kebijakan yang saat ini
diajukan oleh partai penguasa sebagian besar berfokus pada tipe
kebijakan redistributive yakni memberikan kompensasi kepada ‘yang
dirugikan’ dalam perubahan struktur ekonomi. Pembuat kebijakan perlu
menjadikan peningkatan pendapatan pasar sebagai topik sentral dalam
perdebatan mengenai masa depan dunia kerja. Lebih lanjut, Kitzmiiller
et al. (2021) menyarankan perubahan teknologi ke arah yang lebih
ramah lapangan kerja yakni dengan memberi hak dalam proses
partisipatif pekerja dalam pengambilan keputusan teknologi. Hal ini
bisa dilakukan dengan mendorong ruang inovasi bersubdisi yakni
manajer dan pekerja bersama-sama mengeksplorasi, mengembangkan,
dan menguji berbagai pilihan teknologi yang menguntungkan mereka
secara adil.
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Artikel yang ditulis oleh De Palo et al. (2018) menjadi salah satu
dari beberapa analisis tentang dampak keseluruhan inovasi terhadap
ketimpangan pendapatan. Tulisan tersebut bahkan memberikan bukti
empiris tentang hubungan antara inovasi dan ketimpangan pendapatan
di antara negara-negara di Uni Eropa. De Palo et al. (2018) membuk-
tikan bahwa inovasi kebijakan memiliki dampak signifikan dan
beragam pada ketimpangan pendapatan. Hal ini karena inovasi di satu
sisi bisa mengurangi dan di sisi lain meningkatkan kesenjangan antara
kelompok berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan
rendah dan menengah. Meskipun terdapat kepercayaan bahwa proses
teknologi dan inovasi merugikan kelompok lemah, tulisan De Palo et
al. (2018) justru menekankan bahwa investasi teknologi tinggi yang
inovatif tidak menghambat distribusi perekonomian secara
keseluruhan.

Studi evaluasi kebijakan yang dilakukan penulis di sebuah pro-
vinsi terhadap sebuah program yang dinilai paling inovatif yakni
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan
menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan. Dari hasil perhitungan
penulis dengan menggunakan metode Instrumental Variable Quintile
Treatment Effect, ternyata program ini tidak mampu diserap secara
efektif pada kelompok kuintil kemiskinan terbawah. Ketidakmampuan
ini menyebabkan kelompok miskin terbawah justru semakin tertinggal
di belakang’.

Studi kasus di China tentang inovasi dan ketimpangan yang
ditulis oleh Liu & Lawell (2015) didasarkan pada pernyataan bahwa
China memiliki investasi inovasi dan teknologi besar-besaran yang
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di China. Namun di sisi lain,

7 Program Keluarga Harapan adalah salah satu model pengentasan kemiskinan yang
dinilai paling inovatif di banyak negara di dunia yakni Conditional Cash Transfer
(CCT) karena kelompok miskin ditempatkan sebagai subjek, ketimbang objek,
yang harus mampu keluar dari kemiskinannya sendiri. Sebagai sampel studi ini
adalah di DIY dengan jumlah respondents adalah 3.933 keluarga dari kuintil
termiskin yang tersebar di sembilan kecamatan yang dinyatakan sebagai wilayah
termiskin di DIY. Hasil studi bisa dibaca di: Hadna, A. H., & Askar, M. W. 2022a.
The impact of conditional cash transfers on low-income individuals in Indonesia.
Advances in Southeast Asian Studies, 15(1), 23-41.
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ternyata China juga menjadi salah satu negara yang memiliki ketim-
pangan pendapatan terbesar di dunia. Penelitian terdahulu menyim-
pulkan bahwa inovasi kebijakan dapat berdampak pada ketimpangan
pendapatan karena dampaknya yang relevan terhadap premis keahlian
pekerja (Lee, 2011; Lee & Rodriguez-pose, 2013; Liu & Lawell, 2015).
Studi yang dilakukan oleh Liu & Lawell (2015) di China menemukan
bahwa terdapat hubungan berbentuk U antara tingkat inovasi dan rasio
pendapatan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Bentuk ini meng-
konfirmasi bahwa meskipun inovasi menyebabkan kesetaraan penda-
patan, ternyata investasi inovasi dalam jumlah besar dapat mening-
katkan ketimpangan pendapatan. Studi Liu & Lawell ini juga mene-
mukan bahwa tenaga kerja berketerampilan tinggi bisa mengurangi
ketimpangan pendapatan, sedangkan laju industrialisasi dan urbanisasi
justru meningkatkan ketimpangan pendapatan. Terakhir studi ini juga
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan terbalik berbentuk U antara
inovasi dan proporsi penduduk yang berketerampilan tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Law, et al. (2020) di dua puluh tiga
negara maju antara 1990-2020 dengan menggunakan metode data panel
menemukan bukti bahwa inovasi kebijakan berpengaruh signifikan
terhadap semakin lebarnya ketimpangan pendapatan, terutama diukur
dari jumlah paten. Studi Law membuktikan bahwa institusi dan sumber
daya manusia memiliki korelasi negatif terhadap ketimpangan penda-
patan di negara maju. Justru variabel lain yakni inflasi yang tinggi,
globalisasi, dan pertumbuhan sektor keuangan cenderung meningkat-
kan atau memperburuk ketimpangan pendapatan. Studi ini juga meng-
kaji apakah globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan dapat ber-
peran sebagai mediator dalam mempengaruhi hubungan antara inovasi
dengan ketimpangan pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa
globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan justru berperan sebagai
mediator yang memperburuk ketimpangan pendapatan. Dengan demi-
kian, dapat disimpulkan bahwa efek marginal inovasi kebijakan
memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan melalui
globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan.

Fakta adanya ketimpangan pendapatan akibat inovasi juga pernah
dikaji oleh Singh & Mengesha (2023) di beberapa negara di Asia
Pasifik. Kedua peneliti menggunakan metode uji akar unit Augmented
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Dickey-Fuller dan Phillips-Peron pada deret waktu antara 1990 hingga
2020. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan keseimbangan
jangka panjang antara ketimpangan pendapatan dan inovasi yang dime-
diasi oleh sumber daya manusia. Dari limabelas negara Asia-Pasifik
yang diteliti, studi ini menemukan bahwa semua negara mempunyai
hubungan positif antara inovasi dan ketimpangan pendapatan, kecuali
Jepang dan Vietnam. Temuan studi Singh & Mengesha (2023) tentang
dampak inovasi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan
adalah akibat kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno-
logi yang bersifat top-down. Selain itu, ketimpangan tersebut adalah
dampak dari meningkatnya investasi sektor swasta di bidang teknologi,
tetapi dengan memonopoli inovasi untuk mencari keuntungan sendiri.
Monopoli ini menciptakan sistem inovasi berbasis ekonomi pasar yang
cenderung mengecualikan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Strategi dalam menghadapi temuan ini, menurut kedua penulis adalah
meninjau kembali sistem inovasi dengan menggunakan kombinasi
bottom-up dan top-down agar berdampak pada pengurangan
ketimpangan pendapatan.

Hadirin yang saya hormati,
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Kebijakan

Dari beberapa artikel yang diidentifikasi, penelitian dari Goyal
(2021) menyoroti pentingnya memahami pengaruh dinamika pembuat-
an kebijakan terhadap kesuksesan kebijakan untuk inovasi berkelan-
jutan. Dalam studi tersebut, kesuksesan kebijakan dikonseptualisasikan
menggunakan Multiple Streams Framework (MSF), dan hipotesis
dikembangkan untuk menjelaskan hasil proses, program, dan politik
berdasarkan keterkaitan antara masalah, kebijakan, dan aliran politik.
Menggunakan kasus kebijakan energi surya di Gujarat, India, studi
tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan dinamis antara kebijakan dan
politik memengaruhi kesuksesan proses, antara masalah dan kebijakan
memengaruhi kesuksesan program, dan antara masalah dan politik
memengaruhi kesuksesan politik (Goyal, 2021).

Artikel lain dari Glor (2021) yang membuat suatu sistem nomen-
klatur dan klasifikasi untuk unsur-unsur yang mendukung inovasi
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kebijakan publik, terutama dalam konteks "trailblazing" (perintis) dan
"adoption" (adopsi), yang berasal dari tinjauan literatur sistematis.
Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka
konseptual atau sistem pengelompokan dan penamaan unsur-unsur
yang menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi kebijakan publik,
baik dalam hal perintis maupun adopsi. Nomenklatur merujuk pada
pengidentifikasian unsur-unsur dan pemberian nama pada setiap unsur
tersebut. Klasifikasi berkaitan dengan pengelompokan unsur-unsur
tersebut ke dalam kategori atau klaster tertentu. Dengan menggunakan
nomenklatur dan sistem klasifikasi ini, Glor berusaha memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang unsur-unsur apa yang dapat
mendukung atau menghambat inovasi kebijakan publik, khususnya
dalam konteks perintis dan adopsi.

Penelitian Glor tersebut menggunakan Systematic Literature
Review (SLR) terhadap unsur-unsur pendukung inovasi kebijakan
publik tahap perintis. Ditemukan 87 publikasi yang memenubhi kriteria
dan 594 unsur pendukung. Hasil analisis menghasilkan suatu nomen-
klatur dan sistem klasifikasi yang terdiri dari 508 unsur unik, 28 unsur
yang dikelompokkan, 5 faktor, dan 3 klaster. Temuan penelitian tersebut
menyoroti dominasi unsur-unsur internal dalam konteks inovasi kebi-
jakan publik. Faktor-faktor internal menjadi pusat perhatian utama,
mungkin karena aksesibilitas informasinya yang lebih mudah. Meski-
pun klaster eksternal dan politik memiliki jumlah unsur yang lebih
sedikit, penelitian belum dapat menyimpulkan secara pasti apakah hal
ini mencerminkan kurangnya minat atau kendala dalam penelitian
tersebut.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling
penting mungkin berbeda untuk setiap klaster antecedent dalam tahap
inovasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk memahami varian variabel dan melihat apakah variable tertentu
lebih dominan pada tahap-tahap tertentu dalam proses inovasi
kebijakan publik.

Penulis berpendapat bahwa praktik inovasi kebijakan dipengaruhi
oleh beragam aspek seperti governance, institution, political system,
human resources, community participation, law and regulation,
technology and infrastructure, leadership style, serta budget support.



30

Aspek-aspek tersebut dan hubungannya dengan inovasi kebijakan
dijelaskan sebagai berikut.

Tatakelola. Aspek governance (tata kelola) memiliki peran yang
cukup signifikan dalam mempengaruhi inovasi kebijakan dan
implementasinya dengan menyediakan kerangka kerja pengambilan
keputusan, memastikan transparansi, dan mendorong kolaborasi dalam
alokasi sumber daya alam (Fisman & Werker, 2011; Zhang, 2022; Tahir,
et. al., 2019). Tata kelola kolaboratif telah diidentifikasi sebagai faktor
penting dalam meningkatkan inovasi kebijakan publik (Serensen &
Torfing, 2011; Sumiyana, et al., 2022). Meski jaringan governance
tidak selalu menghasilkan kolaborasi berkelanjutan, dan kolaborasi
tidak selalu menghasilkan inovasi kebijakan (Serensen & Torfing,
2011), tetapi hal ini dapat membantu menciptakan sistem yang lebih
efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meng-
hasilkan produk kebijakan yang lebih baik secara keseluruhan (Fisman
& Werker, 2011; Hassanudin, et al., 2023). Inovasi tata kelola harus
inklusif karena sangat mungkin bahwa dalam prosesnya akan dibajak
oleh sekelompok elite dan dilegitimasi sebagai tata kelola kerakyatan.
Hal ini sangat membahayakan karena inovasi kebijakan yang dihasilkan
akan bias pada kepentingan sekelompok elite tersebut.

Kelembagaan. Selanjutnya, aspek institusi juga memainkan
peran yang penting dalam inovasi kebijakan. Penelitian oleh Alam et al.
(2019) dan Hassanudin et.al (2023) menyimpulkan bahwa kualitas
institusi politik dan ekonomi, termasuk efektivitas pemerintahan, supre-
masi hukum, dan kualitas keteraturan berdampak signifikan terhadap
investasi di bidang R&D di negara-negara berkembang. Proses R&D
ini pada gilirannya melahirkan opsi-opsi yang lebih banyak untuk
diadaptasi dalam bentuk inovasi kebijakan. Temuan ini diperkuat oleh
Kafka et al. (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kinerja
institusi, semakin kuat pula dampaknya terhadap inovasi. Sementara
itu, penelitian Lee & Law (2016) menyimpulkan bahwa kualitas
institusi yang didukung dengan modal sosial yang kuat memiliki
dampak secara langsung terhadap level inovasi. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa penguatan kualitas institusi adalah aspek penting
dalam meningkatkan level inovasi terutama di negara-negara yang telah
memiliki level inovasi yang tinggi. Sementara untuk negara-negara
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dengan level inovasi yang masih rendah, alih-alih peningkatan level
institusi, Lee & Law (2016) dan Ferdian et.al (2023) menekankan
pentingnya penguatan modal sosial sebagai upaya untuk mendorong
policy innovation. Pentingnya institusi juga ditegaskan oleh Acemoglu
& Robinson (2012) yang menyebut dalam bukunya hingga 3x institu-
tion..institution..institution sebagai variabel penting yang menyebabkan
sebuah negara mengalami kegagalan (state failure) atau tetap survive.
Peringatan yang diberikan Acemoglu & Robinson (2012) menekankan
bahwa model extractive economic institution jika tidak diimbangi
dengan inovasi, maka peluang terjadinya state failure sangat besar.
Inilah bahayanya jika institusi ekonomi sebuah negara dipaksa untuk
selalu menumpuk kapital tanpa melakukan inovasi untuk menjaga
sustainabilitas dan tata kelola yang akuntabel, maka tunggulah
kehancurannya.

Sistem Politik. Kepemimpinan politik dan kolaborasi telah
diidentifikasi sebagai pendorong utama inovasi kebijakan (Serensen,
2016). Politik yang stabil menjadi prasyarat utama bagi pengembangan
dan implementasi kebijakan yang inovatif. Dengan adanya suasana
politik yang stabil, lembaga publik dapat memfokuskan energinya pada
proses perumusan kebijakan tanpa terganggu oleh hiruk-pikuk politik
yang tidak terduga dan justru dapat mengganggu perumusan dan
implementasi kebijakan (Bhattacharya et al., 2017; Hadna, et al.
2017b). Selain itu, sistem politik yang terbuka terhadap partisipasi
masyarakat juga dianggap sebagai salah satu fondasi penting bagi
terwujudnya inovasi kebijakan seiring meningkatnya partisipasi masya-
rakat sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak
terlepas dari konteks demokrasi yang matang, sehingga pemerintah
lebih mungkin mendengarkan dan merespons kritik dan saran publik
lalu menjadikannya bahan pertimbangan dalam perancangan inovasi
kebijakan (Fung, 2015). Saya khawatir bahwa sistem politik yang
sedang kita bangun justru berbalik ke belakang sebagaimana sebelum
reformasi 1998. Jika betul ini terjadi, maka inovasi kebijakan hanya
akan menjadi seperangkat instrumen kekuasaan yang definisi
keberhasilannya berada dalam ranah penguasa. Jauh dari spirit inovasi
kebijakan sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya kesejahte-
raan masyarakat secara menyeluruh.
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Sumberdaya Manusia. Penelitian Subramaniam & Youndt
(2005) menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap perkembangan inovasi. Staf yang memi-
liki keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dalam mengidentifikasi
isu-isu krusial dan menganalisis kebijakan dapat berkontribusi secara
substansial dalam merancang solusi inovatif, seiring eratnya hubungan
antara inovasi dan intellectual capital (Kianto, et al., 2017). Berikutnya,
keterlibatan SDM secara kolektif dalam diskusi dan proses pengam-
bilan keputusan juga memiliki dampak signifikan dalam inovasi
kebijakan (Kusmargono, et al., 2023). Partisipasi SDM yang berpenge-
tahuan secara aktif dalam merancang, mengembangkan, dan mereview
kebijakan dapat menjaring beragam perspektif, meningkatkan legiti-
masi kebijakan, dan merangsang ide-ide baru (Xiao & Cai, 2019).
Seiring dengan proses tersebut, budaya organisasi yang memfasilitasi
kreativitas dan eksperimen oleh SDM juga turut memperkuat lanskap
inovasi kebijakan (Tian et al., 2018). Dengan demikian, fungsi SDM
dalam mendukung inovasi kebijakan tidak sebatas tentang penyediaan
tenaga kerja, tapi juga peran strategisnya dalam membentuk budaya dan
lingkungan kerja yang inovatif.

Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah aspek
penting pada hampir seluruh proses kebijakan, mengingat kebijakan
secara umum adalah upaya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi
oleh masyarakat. Proses penyusunan kebijakan dapat menjadi langkah
strategis untuk menghindari adanya rasa curiga yakni dengan memberi
pengakuan terhadap identitas masyarakat yang bersifat khusus, lokal,
dan kontekstual sebagai unsur tak terpisahkan dari sebuah rancangan
inovasi (Dietrich & Schibeci, 2003; Setyawan, et al., 2023). Partisipasi
masyarakat juga dapat meningkatkan adopsi atas sebuah inovasi
kebijakan seiring perasaan yang timbul bahwa inovasi kebijakan
tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka (Pratama, 2019).
Berikutnya dalam tahapan implementasi, Suryanef et al. (2019)
menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan inovatif sangat
dipengaruhi oleh antusiasme masyarakat untuk terlibat secara aktif,
bahkan menyampaikan kritik sebagai bentuk partisipasi konstruktif.
Penyampaian kritik ini menjadi pemicu terjadinya interaksi dua arah
antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, sehingga tercipta
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lingkungan yang mendukung pertukaran gagasan dan pemahaman
bersama. Proses interaktif ini dapat memperkuat inovasi kebijakan dan
membantu mewujudkan perubahan sosial (Maslin-Ostrowski et al.,
2017; Harsono, et.al., 2023).

Peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan dapat
mendukung proses inovasi melalui penyediaan kerangka hukum yang
akurat, pengadaan inovasi, dan pembagian risiko R&D dalam rangka
mewujudkan potensi kolektif dan kolaboratif menuju ekosistem inovasi
yang berkelanjutan (Costa & Matias, 2020). Peraturan perundangan
memiliki dua fungsi, di satu sisi adalah mendorong terjadinya inovasi,
dan di sisi lain juga melindungi masyarakat dari konsekuensi yang tidak
diinginkan dari inovasi teknologi (Weimer et al., 2017). Dalam tataran
praktik, penelitian Ding et al. (2022) membuktikan bahwa regulasi
lingkungan cenderung memiliki dampak positif terhadap level inovasi
sebuah perusahaan, terutama yang memiliki pasar di negara maju.
Regulasi yang membatasi penggunaan bahan yang berbahaya bagi
manusia dan kesehatan mampu merangsang perusahaan untuk mene-
mukan dan mengimplementasikan beragam inovasi untuk mengurangi
emisi dan penggunaan material yang berbahaya (Ludwig, 2019).
Sementara itu dari aspek kelembagaan, regulasi yang tepat terbukti
mampu mempengaruhi kemampuan sebuah institusi untuk memak-
simalkan daya tahan dalam proses pembelajaran dan reformasi
kebijakan (Bell & Mallinson, 2021; Tahir, et. al., 2019). Studi yang
dilakukan penulis terhadap 2.867 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
menemukan bahwa kompleksitas regulasi sering membuat posisi
dilematik PPAT sebagai street-level bureaucrats dalam melaksanakan
tugasnya. Saya khawatir bahwa dengan regulasi yang sangat kaku justru
menciptakan upaya untuk “mencari celah-celah kelemahan” regulasi
tersebut sehingga mendorong terjadinya penyimpangan dari regulasi
tersebut. Pada studi yang dilakukan penulis terhadap PPAT tersebut
penulis menyarankan untuk memberikan diskresi kepada PPAT dalam
menjalankan tugas. Diskresi ini bisa tetap dalam kontrol pemerintah
jika didukung dengan layanan berbasis digital yang terpadu®. Selain itu,

8  Survey ini dilakukan terhadap 2.867 responden PPAT di 50 kabupaten/kota yang

dipilih secara random dari 10 provinsi di Indonesia pada tahun 2020/2021. Selain
dengan kuesioner, studi ini juga melakukan wawancara secara mendalam terhadap
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riset kecil yang dilakukan penulis terhadap pejabat birokrasi di sebuah
kabupaten di Provinsi Riau menegaskan bahwa faktor memperbaiki
regulasi di sektor publik yang masih carut marut adalah faktor penting
untuk mendorong inovasi berjalan efektit®.

Teknologi dan infrastruktur. Perkembangan teknologi dan
infrastruktur mampu memberikan dukungan untuk berkembangnya
inovasi kebijakan di beragam sektor. Hal ini berhubungan dengan
kemampuan teknologi dan infrastruktur untuk mempermudah imple-
mentasi, pemantauan, dan monitoring kebijakan. Penelitian yang dila-
kukan oleh Abbaszadeh et al. (2019) mengidentifikasi bahwa perkem-
bangan teknologi memungkinkan pengumpulan data yang lebih besar
dan cepat melalui ketersediaan infrastruktur digital seperti sensor,
Internet of Things (IoT), maupun pemanfaatan platform digital. Data
tersebut kemudian diproses sebagai bahan analisis kebijakan yang lebih
mendalam. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan infrastruktur
digital juga mampu meningkatkan akses dan keterbukaan informasi
publik, bahkan pengambilan keputusan secara real time (Manzoor,
2016). Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses data publik
dengan lebih mudah, sehingga memungkinkan perumusan dan
implementasi kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif
(Christodoulou et al., 2018). Adopsi teknologi dan infrastruktur yang
tepat juga memungkinkan organisasi publik untuk menerapkan e-
government dan e-participation yang berfungsi untuk memfasilitasi
interaksi yang bermakna antara pemerintah dan masyarakat secara
digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas
pelayanan publik (Karakiza, 2015; Hadna, et al., 2022).

sejumlah PPAT dan pejabat terkait. Hasil studi ini bisa dibaca di: Hadna, A.H.,
Listyaningsih, U., lhwanudin, 1., 2022¢c. To What Extent Street-Level Bureaucrats
Used Their Discretionary Power During the COVID-19 Pandemic in Indonesia.
International Journal of Public Sector Management. Vol.35, No.7, pp. 806-820.
Studi ini dilakukan dengan menyebar kuesioner menggunakan google-form
terhadap 187 pejabat eselon II dan eselon IIla dan I1Ib di Kabupaten Kampar pada
akhir tahun 2023. Responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 142 orang.
Selain faktor regulasi, responden juga menyoroti perlunya memperbaiki tatakelola
administrasi pemerintahan dan meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi
untuk mendorong inovasi.
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Gaya kepemimpinan. Arah kebijakan dan semangat inovasi salah
satunya sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan transformational
dan agile yang inovatif (Hadna, 2022'°; Adhikersa, et al. 2022;
Kusmargono, 2023). Kepemimpinan inovatif mengacu pada sikap dan
tindakan pemimpin yang menumbuhkan dan mempromosikan kreativi-
tas dan inovasi dalam suatu organisasi (Khalili, 2017). Mereka memiliki
kemampuan untuk memotivasi anggota tim, berani mengambil risiko,
mempromosikan budaya eksperimen dan pembelajaran, mendorong
kolaborasi dan berbagi pengetahuan, serta menyediakan sumber daya
dan dukungan untuk proyek inovatif (Termeer & Nooteboom, 2014;
Sulaiman, et al, 2023). Mereka juga mampu mengenali risiko dan
ancaman dari kondisi terkini kemudian mengambil langkah antisipatif
untuk mencegah dampak negatif di masa depan (Sen & Eren, 2012).
Dengan mengadopsi gaya kepemimpinan inovatif, seorang pemimpin
dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ide baru untuk
meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemimpin
berfokus pada solusi dan terbuka terhadap perubahan yang menjadi
kunci untuk memicu keberhasilan inovasi kebijakan (Sumiyana, et al.,
2022). Sayangnya, banyak pemimpin publik kita saat ini tidak memiliki
karakter sebagai entrepreneur yang memiliki gaya visionary leadership
dan berani menjadi risk taker. Lebih banyak gaya pemimpin publik saat
ini lebih menyerupai seorang administrator ketimbang leader. Kondisi
ini akan menghambat inovasi kebijakan berkembang di sektor publik.
Faktor penghambat lain adalah manakala pemimpin tidak memiliki
itikad moral dan etika yang baik karena inovasi akan diterjemahkan ke
dalam makna yang pemimpin itu sendiri pahami dan pasti sangat bias
dengan kepentingannya sendiri pula.

10 Studi ini dilakukan di DIY terhadap 67 pejabat birokrasi eselon II di provinsi dan
kabupaten/kota. Sedangkan 111 respondents berasal dari DPRD provinsi maupun
kabupaten/kota yang berasal dari unsur pimpinan maupun anggota. Hasil studi ini
bisa dibaca di: Hadna, A.H. 2022d. An Exploratory Study of the Determinants of
Decision-Making Process of Local Government During the COVID-19 Pandemic
in Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 7 (3). pp.
293-313.
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Dukungan anggaran. Alokasi anggaran yang strategis dapat
menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan, implemen-
tasi, dan evaluasi inovasi kebijakan. Penelitian Head (2016) menun-
jukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk investasi infrastruktur
teknologi yang mendukung inovasi seperti pengembangan sistem infor-
masi, platform digital, dan alat analisis data memungkinkan lembaga
publik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan
informasi dengan lebih efisien dalam rangka mendukung proses peng-
ambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya, budget support juga
memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana untuk penelitian dan
pengembangan dalam rangka mengidentifikasi solusi inovatif untuk
mengatasi berbagai masalah kebijakan yang rumit (Hourihan & Parkes,
2016). Sementara itu, Anessi-Pessina et al. (2020) menjelaskan bahwa
budget support memberikan fleksibilitas kepada lembaga publik untuk
merespons tantangan baru yang berpotensi muncul saat implementasi
kebijakan. Melalui beragam keuntungan tersebut, budget support
merupakan salah satu variabel yang penting bagi terwujudnya inovasi
kebijakan yang berkelanjutan. Budget support memang sangat penting.
Namun, studi yang dilakukan penulis terhadap dampak kebijakan
inovatif bidang pendidikan yakni dana BOS mengingatkan bahwa pada
titik tertentu jumlah dana BOS justru berkorelasi negatif terhadap
kinerja sekolah. Penyebabnya adalah jika pengelolaan dana BOS
tersebut tidak didukung oleh tata kelola, kepemimpinan dan institusi
yang kuat?,

1 Studi ini dilakukan di Jawa Tengah dan NTT dengan jumlah respondents siswa
sekolah SD sebanyak 300 anak, dan SMP sebanyak 300 anak. Jumlah sekolah yang
diteliti adalah 15 SD dan 15 SMP yang tersebar di kedua provinsi tersebut. Studi
ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap guru dan komite
sekolah. Hasil studi bisa dibaca di: Hadna, A.H., 2022¢. An Evaluation of the
School Operational Assistance (BOS) Policy and Its Effect on Teacher
Performance in Indonesia. Malaysian Online Journal of Educational
Management. Vol.10, Issue 2. p. 1-14. http://mojem.um.edu.my
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Hadirin yang berbahagia,
PENUTUP

Perhatian publik terhadap inovasi kebijakan dan pengaruhnya
terhadap tingkat equality dalam masyarakat semakin lama semakin
meningkat, khususnya yang ditulis di jurnal internasional. Inovasi bisa
mendorong kesejahteraan meningkat, tetapi banyak tulisan yang
memberi peringatan bahwa inovasi juga bisa mendorong income
inequality lebih meningkat. Hal ini terbukti dari pengalaman di banyak
negara yang menunjukkan kecenderungan peningkatan inequality
tersebut. Kepedulian terhadap isu inequality ini umumnya selalu
dikaitkan dengan perhitungan ekonomi dalam mengukur dampak dari
inovasi kebijakan. Selain ekonomi, banyak penulis mengaitkan inovasi
kebijakan dan inequality dengan aspek kesehatan terutama pada periode
pandemi COVID-19 yang merebak di 2020-2022. Beberapa tulisan
menarasikan adanya hasil positif dalam layanan kesehatan, tetapi
terdapat pula narasi ketimpangan antar kelompok untuk mengakses
layanan kesehatan, khususnya pada bagaimana layanan kesehatan
murah dengan dukungan teknologi canggih. Kata kunci lain yang
muncul dan tidak kalah menarik adalah dikaitkan dengan gender dan
kepedulian terhadap tercapainya SDGs khususnya kemiskinan. Hasil
berbeda diperoleh dari penelusuran persepsi publik Indonesia di media
sosial. Sebagian besar publik menilai inovasi kebijakan selalu dikaitkan
dengan pelayanan publik. Respons publik ini sangat lumrah karena
mereka sangat membutuhkan layanan publik yang berkualitas secara
merata di antara semua kelompok. Pemerintah sesungguhnya sedang
melakukan inovasi secara masif pada hampir semua jenis layanan
publik. Namun kritik masih sering dilayangkan terhadap kualitas
pelayanan publik yang mereka peroleh. Isu keadilan dalam layanan
publik nampaknya masih menjadi isu sensitif bagi sebagian besar
masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.

Data empiris sebagaimana disimpulkan di atas relevan dengan
analisis secara teoritis yang menjelaskan bahwa inovasi kebijakan bisa
memiliki dua sisi mata pisau yang menghasilkan dampak berlawanan.
Pada sisi positif, inovasi kebijakan mampu mendorong perubahan
sosial yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada sisi
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yang lain justru bisa menimbulkan dampak negatif dimana salah
satunya adalah mendorong ketimpangan sosial ekonomi di antara
kelompok dalam masyarakat. Dimensi inovasi kebijakan yang
mempengaruhi level equality adalah pada pilihan governance
(democratic vs authoritarian), struktur (top-down vs bottom-up),
regulation (rigid vs adaptive), policy process (inclusive vs exclusive,
participatory vs technocratic), budget support (state-private-social
finance), evidence source (research based vs common sense/intuitive),
focus (problem-oriented/reactive vs vision-oriented/proactive), strategy
(collaboration vs rivalry), institution (extractive vs sustainable),
leadership (administrator vs entrepreneur).

Pengalaman negara lain menunjukkan beberapa variabel kunci
yang menjadi penyebab ketimpangan meskipun inovasi ditingkatkan.
Faktor industrialisasi dan urbanisasi jika tidak diimbangi dengan
kapasitas SDM yang memadai akan memicu ketimpangan. Demikian
halnya faktor globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan jika tidak
diimbangi dengan institusi dan governance yang kuat akan mening-
katkan ketimpangan. Faktor monopoli ilmu pengetahuan dan teknologi,
apalagi jika dilakukan secara top-down akan semakin memperparah
ketimpangan. Dengan menggunakan pemikiran Rawl (Parsons, 2006)
tentang keadilan dalam kebijakan publik, semestinya inovasi kebijakan
harus mempertimbangkan model kebijakan distributive dan
redistributive untuk menjamin proses yang fairness dan hasil inovasi
kebijakan yang pro pada keadilan. Saya tidak sependapat jika inovasi
kebijakan diserahkan sepenuhnya pada pasar. Sejarah di Indonesia yang
hingga saat ini belum mampu menyelesaikan inequality, maka akan
sangat berbahaya jika inovasi kebijakan hanya mempertimbangkan
sepenuhnya aspek pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk
memperdalam dan memperluas literasi publik tentang kebijakan
sehingga publik tidak mudah ditipu oleh kebijakan siapa pun dari rezim
yang berkuasa.

Hadirin yang saya muliakan,

Tibalah saatnya pada bagian akhir dari pidato pengukuhan ini
saya berkesempatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengukir dan
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mewarnai perjalanan hidup dan karier saya selama 25 tahun mengabdi
di Universitas Gadjah Mada ini.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Rektor, Wakil Rektor, Senat Universitas, Dewan Guru Besar, tim
penilai tingkat departemen, fakultas dan universitas yang telah menye-
tujui dan selanjutnya mengusulkan saya untuk menduduki jabatan
sebagai Guru Besar bidang Kebijakan Publik.

Saya juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada semua guru-guru saya yang sudah mendahului kita di ling-
kungan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan
pencerahan ilmu, etika, dan ketaatan pada tugas semenjak awal saya
masuk sebagai staf pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan
[lmu Politik yakni beliau: Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA (alm), yang
sudah banyak mengajarkan tentang penelitian di lapangan ketika awal-
awal saya sebagai dosen; Prof. Dr. Moeljarto Tjokrowinoto (alm); Prof.
Dr. Yahya Muhaimin (alm); Prof. Dr. Riswandha Imawan (alm); Prof.
Dr. Afan Gaffar (alm); Prof. Dr. Cornelis Lay (alm); Prof. Dr. Nasikun
(alm); Drs. Subaroto (alm); Drs. Sutarto (alm); Drs. Sedijono (alm);
Drs. RI. Soetrisno (alm); Drs. Subakdi Susilowidagdo (alm); Drs.
Sofwan Badri (alm); dan Drs. Made Pariata Westra, SH, SE (alm).

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari
para guru saya yang sudah purna di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik UGM yang telah banyak berjasa dalam menginspirasi dan
mengembangkan keilmuan saya serta menyetujui usulan guru besar
saya, yakni beliau yang sudah purna tugas: Prof. Dr. Sofian Effendi,
MPIA, atas jasa beliau terutama ketika itu mengizinkan dan
memfasilitasi studi saya ke Jerman; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA,
yang tidak kenal lelah bersama-sama mengembangkan prodi multi
disiplin MDKIK di SPS; Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA; Prof. Dr.
Warsito Utomo; Prof. Dr. Ichlasul Amal; Prof. Dr. Mohtar Mas’oed;
Prof. Dr. Susetiawan, SU; Prof. Dr. Sunyoto Usman, MA; Prof. Dr.
Partini, SU; Prof. Dr. Tadjoeddin Noer Effendi, MA. Demikian pula
ucapan terima kasih kepada beliau Guru Besar di Senat Fakultas yang
telah menyetujui pengusulan Guru Besar saya, yakni beliau: Prof. Dr.
Wahyudi Kumorotomo, MPP; dan Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP,
yang kedua beliau telah bersedia meluangkan waktu untuk mereview
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isi pidato ini ; Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA, yang banyak
membantu selama studi di Jerman; Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto,
M.Si; Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.; Prof. Dr. Purwo Santoso, MA;
Prof. Dr. Haryanto, MA; Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, MPP,
M.Sc.; Prof. Dr. Heru Nugroho, SU; Prof. Dr. Suharko, M.Si; Prof. Dr.
Janianton Damanik, M.Si; Prof. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si;
Prof. Dr. Ana Nadhya Abrar, MES; Prof. Dr. Nunung Prajarto, MA;
serta seluruh Anggota Senat Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik
UGM yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada
”Doktorvater” saya di Universitaet Duisburg-Essen yakni Prof. Dr.
Dieter Grunow, dan Prof. Dr. Thomas Heberer. Merekalah yang dengan
kearifan dan keseriusannya telah membimbing saya meraih gelar doktor
di Jerman. Kolega lain yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih
adalah Prof. Benjamin White, Ph.D; Chris Manning, MA. Ph.D., Dr.
Gerben Nooteboom; Dr. Edwin de Jong; Prof. Dr. Gunther Schulze;
Prof. Dr. Terry Hall; dan Prof. Jian Bang Deng yang turut memberikan
perspektif ilmu kependudukan pada ilmu kebijakan yang saya pelajari.

Ucapan terima kasith saya sampaikan juga kepada Dekanat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yang telah menyetujui dan
memfasilitasi pengusulan Guru Besar saya, yakni beliau: Dekan Bapak
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Kemahasiswaan, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti; Wakil Dekan
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Sumber daya Manusia, Dr. Nurhadi Susanto. Terima kasih juga kepada
KKA Fisipol, Bp.Paminto Adhi, SE, M.Si dan staf tenaga kependidikan
khususnya Bp. Uling Sumbogo, SIP. dan Bp. Paryanto, SIP.

Teruntuk ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tinginya saya sampaikan kepada kawan-kawan staf pengajar selain
yang sudah saya sebut sebelumnya di lingkungan Departemen
Manajemen dan Kebijakan Publik, yakni beliau: Dr. Subarsono, MA.;
Dr. Subando Agus Margono, M.Si.; Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si; Dr.
Ambar Widaningrum, MA; Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.; Dr. Ratminto,
M.Pol. Admin.; Dr. Ambar Teguh Sulistyani, M.Si.; Dr. Suripto, MPA;
Dr. Ely Susanto, MBA; Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si.; Dr. Nurhadi
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Kusumasari, M.Si.; Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si.; Dr. Ario Wicaksono,
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M.Sc.; Laksamana Muda (Purn.) Dr. E. Estu Prabowo, M.Sc.; Marsekal
Muda TNI. Benny Arfan, MMP, MMDS, MSS.; Marsekal Pertama
(Purn.) Dr. Agus Purwo; Letkol. TNI. Dr. Subur Wahono; Dr. Ayu Sari
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Hadirin yang saya hormati,
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Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
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